Menimbang

Mengingat

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

. bahwa  dalam upaya mewujudkan  peningkatan

kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah
berkewajiban untuk melibatkan semua pihak termasuk
badan-badan usaha;

. bahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah

daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-
prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk
bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan
pemberdayaan masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4756.);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2007
Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun
Anggaran 2008, telah diganti menjadi Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 40/PMK.07/2011 tentang Penetapan
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun
2008 tentang Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor
04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Banjar.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah
komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi Perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat Kabupaten Banjar pada umumnya.
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Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan
badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD),
yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk
maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk
sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung
jawabnya.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan
kewenangannya.

Forum TSP adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku
kepentingan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan program TSP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah

a.

b.

memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program
tanggungjawab sosial dan lingkungan daerah;

mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah ;

memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan
TSP, serta melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan
pelaksanaan TSP di Daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
program pembangunan di Daerah; dan

memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku
kepentingan di Kabupaten Banjar dalam menyiapkan diri memenuhi standar
internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.

b.

terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan
perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;

terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha
dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;

melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan
pihak-pihak yang tidak berwenang;

meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan
dampak positif keberadaan perusahaan;

terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi
kepada dunia wusaha yang telah melakukan TSP dengan memberi
penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
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menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai
dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat;

mendorong terwujudnya sistem perencanaan program Pembangunan daerah
dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat daerah.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP
Pasal 4
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan didasarkan atas asas:
kemanfaatan;
keterbukaan;
kebersamaan;
kepastian hukum;
keadilan;
partisipatif (peran serta);
proporsionalitas;

PSR 0 R0 o

(1)

(2)

(1)

kemandirian; dan
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan
menggunakan prinsip-prinsip:
. kesadaran umum;
. kepedulian;
keterpaduan;
. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
keberpihakan;
kemitraan,;
. matualistis; (Saling menguntungkan)
. tidak diskriminasi; dan
koordinatif.

R MO Q0 O

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan
berpedoman pada:

. manajemen yang sehat;

. profesional;

transparan

. akuntabilitas;

kreatif dan inovatif;

terukur; dan

. program perbaikan berkelanjutan;

o o0 oD

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi
lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis
masyarakat yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
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(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan
yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas
kegiatan operasional perusahaan.

BAB V
PROGRAM DAN BIDANG KERJA TSP

Bagian Kesatu
Program TSP

Pasal 7

(1) Program TSP meliputi:

a. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan;
b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;

c. program langsung pada masyarakat; dan

d. pembangunan infrastruktur.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh
kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan
kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha
para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup
secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1
Bina Lingkungan Dan Sosial Berbasis Pemberdayaan

Pasal 8

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi
lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada
masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik,
bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Paragraf 2
Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi

Pasal 9

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan,
meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah
sasaran TSP.

(2)

Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
aspek-aspek kegiatan:

P T

™

penelitian dan pengkajian kebutuhan;

penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;

pelatihan dan pendampingan berwirausaha;

pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;

pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan
desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan
klasifikasi perusahaan;

meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
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Paragraf 3
Program Langsung Pada Masyarakat

Pasal 10

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang
membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;

b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang
berkemampuan secara akademis, namun tidak mampu membiayai
pendidikan;

c. subsidi, Dberupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek
pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan
modal usaha skala mikro dan kecil,

d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa
kepada panti-panti sosial/jompo, Ponpes dan sarana ibadah lainnya;

e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan
santunan pekerja sosial; dan

f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet
nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang
mempunyai kemampuan khusus.

Paragraf 4
Pembangunan Infrastruktur

Pasal 11

(1) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf d merupakan program yang bertujuan dalam rangka
mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

(2) Dalam program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :

pembangunan jalan dan jembatan;
pembangunan air bersih;
pembangunan irigasi; dan
pembangunan listrik desa.

o op

Bagian Kedua
Bidang Kerja TJSP

Pasal 12
(1) Bidang Kerja TSP antara lain:

. pendidikan;

. kesehatan;

. infrastruktur;

.olah raga dan seni budaya;

. sosial dan keagamaan,;
pelestarian lingkungan hidup;

. usaha ekonomi kerakyatan;

. pemberdayaan masyarakat adat; dan
bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan
kualitas masyarakat.

et OO0 TP
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(2) Bidang kerja TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan
dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan itu
berdomisili dan atau beroperasi.

Pasal 13

Bidang kerja TSP dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas
penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan / atau
barang, dan/ atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 14

Bidang kerja TSP dalam kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan
kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan
yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan /atau barang guna meningkatkan
kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Bidang kerja TSP dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan
perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa
jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 16

Bidang kerja TSP dalam Olahraga dan seni dapat berbentuk bantuan pelayanan
dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau
fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan
olah raga masyarakat.

Pasal 17

Bidang kerja TSP dalam sosial dan keagamaan dapat berbentuk bantuan
pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang
atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman
dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 18

Bidang kerja TSP dalam pelestarian lingkungan hidup dapat berbentuk upaya
menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari
terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 19

Bidang kerja TSP dalam usaha ekonomi kerakyatan dapat berbentuk bantuan
dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk
mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karekteristik dan
potensi masyarakat setempat.

Pasal 20

Bidang kerja TSP dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk
bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina
untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Pasal 21

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian
sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.
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BAB VI
PENYELENGGARAAN TSP

Pasal 22

Penyelenggraan TSP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.

Pasal 23
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TSP, antara lain:

a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan
program TSP; dan
b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TSP.

Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TSP Daerah.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
a. unsur Pemerintah Daerah; dan
b. unsur lainnya yang dipandang perlu.

(3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. melalukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala
prioritas;
b. melakukan inventarisasi potensi TSP di Daerah;
c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi
prioritas kepada Perusahaan; dan
d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TSP.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Penyelenggaraan TSP ditujukan kepada:
a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.

BAB VII
PELAKSANAAN TSP

Pasal 26

(1) Pelaksanaan TPS dapat dilakukan oleh forum komonikasi TSP maupun oleh
perusahaan itu sendiri sebagai program kerja dari forum kumunikasi TSP.

(2) Perusahaan wajib berkoordinasi dan mentaati ketentuan dari Forum
Komonikasi TSP, dalam hal:

a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai
dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan
memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan peraturan
perundangan yang berlaku;
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b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring
kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan
kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan
memperhatikan  kepentingan  perusahaan, pemerintah  daerah,
masyarakat dan kelestarian lingkungan.

c. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan
TSP kepada forum komunikasi TSP Kabupaten secara periodik.

Pasal 27

(1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TSP berdasarkan data yang
disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi
formulir pernyataan.

(2) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.

(3) Rencana TSP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatagani oleh
Bupati dan pihak Perusahaan.

Pasal 28

Setiap Perusahaan melaksanakan TSP sesuai dengan rencana yang telah
disepakati.

Pasal 29

(1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TSP kepada Pemerintah
Daerah.

(2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
FORUM TSP

Pasal 30

(1) Perusahaan dapat membentuk forum TSP sebagai wadah kerja sama dalam
perencanaan dan pelaksanaan TSP.

(2) Pengurus Forum TSP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana
TSP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 31

(1) Forum Komunikasi TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibentuk
oleh Bupati

(2) Forum Komunikasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
perwakilan:
a. Perusahaan;
b. Pemerintah Daerah; dan
c. Masyarakat.
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(3) Forum Komunikasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-
masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

(4) Forum Komunikasi TSP menyampaikan laporan pelaksanaan program
kerja TSP Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemerintah
Daerah melalui SKPD terbait.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Forum Komunikasi TSP pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 32

(1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau
peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi
berkualitas berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) dialokasikan minimal sebesar 2,5% dari keuntungan bersih setelah
dipotong pajak suatu perusahaan, yang penetapannya dilakukan dalam rapat
forum komunikasi TSP dengan mempertimbangkan keuntungan dan
kesehatan perusahaan.

(2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya
alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP
dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku
kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan azas kepatutan
dan kewajaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan kewajiban perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34
(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program TSP.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

terkait.

Pasal 35
(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TSP.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

terkait.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah
bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.

Bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan
penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 37

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal
32 dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis; dan
b. bentuk sanksi lainnya dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme dan  syarat-syarat pelaksanaan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Segala usaha/ kegiatan yang telah berjalan yang berada di Daerah,
diwajibkan melakukan TSP paling lambat 6 (enam) bulan, setelah
diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Forum TSP yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan
melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Oktober 2014

BUPATI BANJAR,
ttd
H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,
ttd
H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : 159 /2014.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

II.

Tanggung jawab sosial perusahaan/ TSP terhadap lingkungan sekitar
adalah sesuatu yang mutlak dilakukan, Kewajiban untuk melakukan
tanggung jawab sosial perusahaan (corporate sosial responsibility) yang sejak
2007 telah mendapat payung hukumnya melalui UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal dan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dapat dijadikan sebagai sarana memaksimalisasi manfaat kegiatan
investasi bagi masyarakat tempatan. Ini adalah kesempatan dan celah yang
harus dimanfaatkan.

Pelaksanaan TSP atau sering disebut tanggung jawab sosial
perusahaan, selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen
perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak
sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan perusahaan masing-
masing. Menggantungkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan
kepada kesadaran dan komiteman perusahaan mempunyai beberapa
kelemahan. Kelemahan paling mendasar adalah tidak adanya sanksi yang
tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan. Kondisi ini tidak akan mendorong pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan di Indonesia. Selama ini juga, bagi perusahaan yang
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tidak memilki arah yang
jelas. Padahal ada banyak sekali manfaat yang diperoleh apabila tanggung
jawab sosial perusahaan dilaksanakan dengan aturan dan arahan yang jelas.

Harus diakui ada efek positif yang ditimbulkan kegiatan investasi baik
di tingkat lokal maupun tingkat daerah, tetapi juga orang tidak dapat
menutup mata akan efek negatif yang timbul dari kegiatan investasi. Efek
negatif lebih banyak dirasakan oleh masyarakat tempatan. Efek negatif
tersebut antara lain timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan,
sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar kegiatan investasi, sehingga
banyak masyarakat tempatan kurang merasakan manfaat dari kegiatan
investasi di sekitar mereka.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup Jelas



Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas

15
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Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
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